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PENDAHULUAN 
 

1.1. Latar Belakang 

Negara hukum menurut F.R Bothlingk adalah “De taat waarin de 

wilsvrijheid van gezagsdragers is beperkt door grenzen van recht”, berarti 

negara, dimana kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh suatu 

kehendak hukum.
1
 A. Hamid S. Attamini dengan mengutip Burkens, mengatakan 

bahwa negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan 

penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah 

kekuasaan hukum.
2
 

Menurut Krebe, negara sebagai pencipta dan penggerak hukum di dalam 

segala kegiatannya harus tunduk pada hukum yang berlaku. Dalam arti ini 

hukum membawahi negara. Berdasarkan pengertian hukum bahwa bersumber 

dari kesadaran hukum rakyat, maka hukum mempunyai wibawa yang tidak 

berkaitan dengan seseorang.
3
 Indonesia termasuk merupakan negara 

berlandaskan hukum. 

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibentuk berdasarkan Konstitusinya, 

yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 sehari 

setelah Proklamasi Kemerdekaan. Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 

                                                 
1
 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 21. 

2
 A.Hamid S. Attamini, “Teori Perundang-Undangan Indonesia,” Makalah pada Pidato Upacara 

pengukuhan Guru Besar tetap di Fakultas Hukum UI, Jakarta, 1992, hlm. 8. 
3
 Usep Ranawijaya, Hukum Tata Negara Dasar-Dasarnya, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 

181. 
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tersebut dinyatakan tentang tujuan negara. Tujuan negara tersebut terdapat dalam 

Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang setelah empat kali 

amandemen, terakhir tahun 2002, diberi nama lengkap Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tujuan negara tidak berubah. Tujuan 

negara adalah merupakan kepentingan utama daripada tatanan suatu negara. 

Menata suatu negara dimulai dari pembentukan hukum sebagai aturan yang 

mengatur ketertiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, tujuan 

negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh 

tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 

kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
4
 Tujuan negara ini 

kemudian dijabarkan dalam isi atau batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia 1945. Pelaksanaannya dalam bentuk pelbagai peraturan 

perundang-undangan sebagai hukum tidak bergerak yang dalam wujud hukum 

yang bergerak menjadi pemerintahan berdasarkan hukum.
5
 Salah satu tujuan dari 

                                                 
4
 Lihat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat 

yaitu “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi 

segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan 

umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 

kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial …”. Jaminan perlindungan warga negara telah 

diatur dalam beberapa pasal, di antaranya Pasal 27 ayat 2, Pasal 28 A, Pasal 28 B ayat 2, dan Pasal 28 

D ayat 1. 
5
 Ada teori yang mengajarkan, bahwa hukum semata-mata menghendaki keadilan. Teori-teori yang 

mengajarkan hal tersebut, disebut teori-teori yang ethis karena menurut teori-teori itu, isi hukum 

semata-mata harus ditentukan oleh kesadaran ethis kita mengenai apa yang adil dan apa yang tidak 

adil. Teori-teori tersebut berat sebelahlm. Ia melebih-lebihkan kadar keadilan hukum, karena ia tak 

cukup memperhatikan keadaan sebenarnya. Hukum menetapkan peraturan-peraturan umum yang 

menjadi petunjuk untuk orang-orang dalam pergaulan hidup. Jika hukum semata-mata menghendaki 

keadilan, jadi semata-mata mempunyai tujuan memberi tiap-tiap orang apa yang patut diterimanya, 
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pelaksanaan pemerintahan berdasarkan hukum adalah mencapai kesejahteraan 

warga negaranya. 

Negara Republik Indonesia menganut prinsip negara hukum sejahtera. Hal 

ini dapat kita lihat dari alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan 

bahwa negara Indonesia berdasarkan kedaulatan rakyat dengan bersumber pada 

Pancasila turut serta dalam perdamaian dunia, meningkatkan kecerdasan bangsa, 

mensejahterakan rakyat dan melindungi segenap tanah tumpah darah. Prinsip 

mensejehtarakan rakyat kemudian diuraikan dalam Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 

dan Pasal 29 UUD NRI Tahun 1945 (setelah amandemen). Sebagai negara 

hukum sejahtera maka Indonesia menganut derivasi konsep Rechsstaat dan Rule 

of Law, yakni:
6
 

1) Adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. 

2) Adanya pembagian kekuasaan. 

3) Pemerintahan dijalankan berdasarkan undang-undang. 

4) Adanya Peradilan Tata Usaha Negara. 

Sunaryati Hartono mengatakan dalam UUD 1945 Pasca Amandemen Pasal 

1 ditambahkan dengan satu ayat yang berbunyi: “(3) Negara Indonesia adalah 

Negara hukum”. Paham tentang Hukum dan Negara Hukum berasal dari abad ke-

18 yang menganggap Hukum identik dengan Undang-undang dan kodifikasi. 

                                                                                                                                           
maka ia tak dapat membentuk peraturan-peraturan umum. Dan yang terakhir inilah yang harus 

dilakukan. Adalah syarat baginya untuk dapat berfungsi. Tertib hukum yang tak mempunyai peraturan 

umum, bertulis atau tidak bertulis, tak mungkin. Tak adanya peraturan umum, berarti ketidaktentuan 

yang sungguh-sungguh, mengenai apa yang disebut adil atau tidak adil. Dan ketidaktentuan itu selalu 

akan menyebabkan perselisihan antara orang-orang jadi menyebabkan keadaan yang tiada teratur dan 

bukan keadaan yang teratur. Lihat L.J. van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, Terjemahan, 

Diterjemahkan Oleh: Oetarid Sadino, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2009, hlm. 12. 
6
 Sunaryati Hartono, Ombudprudensi, Lembaga Negara Ombudsman, Jakarta, 2010, hlm. 11 
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Oleh karena itu, paham “Negara Hukum” di abad itu diartikan sebagai negara 

yang berdasarkan undang-undang, yang mengikat baik warga negara maupun 

Pemerintah dan Penguasa. 

Menurut Jimly Asshiddiqie, ide negara kesejahteraan ini merupakan 

pengaruh dari faham sosialis yang berkembang pada Abad ke-19, yang populer 

pada saat itu sebagai simbol perlawanan terhadap kaum penjajah yang Kapitalis 

Liberalis.
7
 Dalam perspektif hukum, Wilhelm Lunstedt berpendapat: 

Law is nothing but the very life of mindkind in organized groups and the 

condition which make possible peaceful co-existence of masses of 

individuals and social groups and the coorporation for other ends than 

more existence and propagation.
8
 

 

Dalam pemahaman ini, Wilhelm Lunstedt nampak menggambarkan bahwa 

untuk mencapai social welfare, yang pertama harus diketahui adalah apa yang 

mendorong masyarakat yang hidup dalam satu tingkatan peradaban tertentu 

untuk mencapai tujuan mereka. Menurut Habermas, jaminan kesejahteraan 

seluruh rakyat yang dimaksud diwujudkan dalam perlindungan atas the risk of 

unemployment, accident, ilness, old age, and death of the breadwinner must be 

covered largely through welfare provisions of the state.
9
 Salah satu bentuk 

negara kesejahteraan adalah diaturnya tentang tempat tinggal. 

Ketentuan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa: “Setiap orang berhak hidup sejahtera 

                                                 
7
 Soemardi, Teori Umum Hukum dan Negara: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu 

Hukum Deskriptif-Empirik, Bee Media Indonesia, Bandung, 2010, hlm. 225. 
8
 Ibid., hlm. 9. 

9
 Gianfranco Poggi, The Development of the Modern State “Sosiological Introduction, Standford 

University Press, California, 1992, hlm. 126. 
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lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik 

dan sehat serta berhak mendapatkan pelayanan kesehatan.” Rumah sebagai 

tempat tinggal mempunyai peran yang strategis dalam pembentukan watak dan 

kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesia 

seutuhnya, berjati diri, mandiri, dan produktif sehingga terpenuhinya tempat 

tinggal merupakan kebutuhan dasar bagi setiap manusia, yang akan terus ada dan 

berkembang sesuai dengan tahapan atau siklus kehidupan manusia.
10

 

Sejauh ini, pembangunan perumahan yang dilakukan oleh pemerintah 

maupun pengembang merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar 

manusia. Pembangunan perumahan ditujukan agar seluruh rakyat Indonesia 

menempati rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan 

teratur. Rumah yang layak adalah bangunan rumah yang sekurang-kurangnya 

memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas 

bangunan serta kesehatan penghuninya. Lingkungan yang sehat, aman, serasi, 

dan teratur adalah lingkungan yang memenuhi persyaratan penataan ruang, 

persyaratan penggunaan tanah, penguasaan hak atas tanah, dan kelayakan 

prasarana dan sarana lingkungannya.
11

 

Dalam kerangka kehidupan berbangsa dan bernegara, perumahan 

merupakan kebutuhan dasar di samping pangan dan sandang. Oleh karena itu, 

untuk memenuhi kebutuhan akan perumahan yang meningkat bersamaan dengan 

pertambahan penduduk, sekiranya diperlukan penanganan dengan perencanaan 
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 Urip Santoso, Hukum Perumahan, Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hlm. 1. 
11

 Urip Santoso, Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, 

hlm. 75. 
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yang seksama disertai keikutsertaan dana dan daya yang ada dalam masyarakat.
12

 

Setiap manusia dihadapkan pada tiga kebutuhan dasar, yaitu pangan (makanan), 

sandang (pakaian), dan papan (rumah). Kebutuhan akan rumah sebagai tempat 

tinggal atau hunian, baik di perkotaan maupun perdesaan terus meningkat seiring 

dengan bertambahnya jumlah penduduk. Pada dasarnya, pemenuhan kebutuhan 

akan rumah sebagai tempat tinggal atau hunian merupakan tanggung jawab 

masyarakat itu sendiri. Namun demikian, pemerintah, pemerintah daerah, dan 

perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang pembangunan perumahan 

didorong untuk dapat membantu masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan akan 

rumah sebagai tempat tinggal atau hunian.
13

 

Sebagaimana disinggung di atas, perumahan dan permukiman merupakan 

kebutuhan dasar manusia, yang sangat berpengaruh dalam pembentukan 

kepribadian bangsa. Perumahan dan permukiman tidak dapat hanya dilihat 

sebagai sarana kebutuhan hidup, tetapi lebih dari itu merupakan proses bermukim 

manusia dalam menciptakan tatanan hidup untuk masyarakat dan dirinya dalam 

menampakkan jati diri.
14

 Untuk memenuhi kebutuhan rakyat akan perumahan 

dan permukiman yang dapat terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah 

dan atau untuk memenuhi tuntutan/pemenuhan pola hidup modern berupa 

bangunan pasar modern dan permukiman modern, pemerintah selalu dihadapkan 

                                                 
12

 Djemabut Blaang, Perumahan dan Permukinian Sebagai Kebutuhan Pokok, Yayasan Obor 

Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 4. 
13

 Urip Santoso, Op.Cit., hlm. 3. 
14

 Arie Sukanti Hutagalung, Condominium dan Permasalahannya, Suatu Rangkuman Materi 

Perkuliahan, Elips Proyect-FH-UI, Jakarta, 1994, hlm. 1. 
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pada permasalahan keterbatasan luas tanah yang tersedia untuk pembangunan 

terutama di daerah perkotaan yang berpenduduk padat. 

Harus diakui, bahwa kebutuhan akan perumahan terasa sangat mendesak 

yang setiap tahunnya mengalami peningkatan sesuai dengan pertumbuhan 

penduduk. Pertumbuhan penduduk yang sangat cepat mengakibatkan kebutuhan 

akan rumah juga semakin meningkat. Salah satu cara untuk mengatasi kebutuhan 

akan rumah ialah dengan cara menambah jumlah rumah yaitu, dengan cara 

memberi kesempatan kepada setiap warga Negara dan badan hukum, baik itu 

badan hukum swasta maupun badan hukum Negara untuk membangun 

perumahan. Tetapi rumah yang dibangun oleh masyarakat belum memenuhi 

syarat-syarat perumahan yang baik yaitu, perumahan yang sehat, tahan lama, 

nikmat dan murah harga sewanya. 

Dalam upaya pembangunan perumahan dengan harga murah bagi 

masyarakat yang berpenghasilan rendah, maka sebagaimana ditegaskan Presiden 

Joko Widodo pada salah satu nawacitanya, yaitu program satu juta rumah 

sebagaimana dinyatakan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

(Menpupera), Basuki Hadimoeljono bahwa, program satu juta rumah yang 

dicanangkan pemerintah merupakan bagian dari penerapan visi Nawacita yang 

dipopulerkan Presiden Joko Widodo. Program Sejuta Rumah untuk Rakyat itu 

sebagai bagian dari penjabaran salah satu Nawacita dalam pembangunan 

nasional. Menpupera mengatakan, pihakny aberharap agar semua pihak dapat 

memahami pentingnya rumah dalam mengangkat harkat dan martabat untuk 

mewujudkan program tersebut. Rencananya akan dibangun satu juta rumah yang 
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terdiri atas 603.516 unit yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan 

rendah (MBR) dan 396.484 unit untuk non-MBR.
15

 

Atas dasar hal tersebut, maka sesuai dengan bunyi menimbang Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1962 tentang Pokok-Pokok 

Perumahan jo Undang-Undang Perumahan dan Pemukiman Nomor 4 Tahun 

1992 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang 

Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menyebutkan: 

a. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, 

dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang 

merupakan kebutuhan dasar manusia, dan yang mempunyai peran yang 

sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa 

sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya, 

berjati diri, mandiri, dan produktif. 

b. Negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia 

melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar 

masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak 

dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis, dan 

berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. 

 

Keberadaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan 

Kawasan Permukiman tersebut dilatarbelakangi bahwa adanya pertumbuhan 

penduduk yang tinggi yang mengakibatkan banyak penduduk yang kekurangan 

tempat tinggal. Implementasi atas undang-undang tersebut diwujudkan dalam 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang 

Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. 

                                                 
15

 https://www.perumnas.co.id/program-sejuta-rumah-merupakan-bagian-dari-nawacita/., diakses 

pada tanggal 8 April 2020 pukul 17.09 WIB. 

https://www.perumnas.co.id/program-sejuta-rumah-merupakan-bagian-dari-nawacita/
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Dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 

14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman 

diatur bahwa kebijakan Perumahan dan Kawasan Permukiman paling sedikit 

meliputi: 

1) Kemudahan masyarakat untuk memperoleh hunian yang layak dan terjangkau 

dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan 

berkelanjutan; dan 

2) Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan antar pemangku 

kepentingan dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. 

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah maupun pengembang untuk 

memenuhi kebutuhan akan rumah sebagai tempat tinggal atau hunian tersebut 

tidak semuanya dapat dipenuhi oleh rakyat, khususnya mereka yang tinggal di 

kota-kota besar dikarenakan keterbatasan keuangan dan mahalnya harga rumah. 

Dalam upaya yang bisa dilakukan oleh rakyat untuk memenuhi kebutuhan akan 

rumah sebagai tempat tinggal atau hunian adalah dengan cara menyewa rumah 

milik orang lain. Namun masalahnya rumah sewa itu kadang-kadang jauh dari 

kelayakan dan sehat lingkungannya.
16

 

Sebagaimana disinggung di atas, masalah-masalah yang dihadapi oleh 

kota-kota besar di Indonesia adalah jumlah penduduk yang sangat besar, yang 

ditimbulkan oleh pertumbuhan alamiah (kelahiran) maupun urbanisasi seiring 

dengan pesatnya pembangunan. Permasalahan lain yang dihadapi adalah 

tumbuhnya rumah-rumah di perbatasan kali dan perbatasan kereta api, 

                                                 
16

 Ibid., hlm. 75. 
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tumbuhnya permukiman yang padat penghuninya dan/atau kumuh, baik yang 

berdiri di atas tanah haknya maupun yang berdiri di atas tanah hak pihak lain.
17

 

Berdasarkan hal sebagaimana disinggung di atas, maka pemerintah 

mencanangkan program pembangunan seribu rumah berwawasan lingkungan 

hidup dan sesuai dengan tata ruang yang salah satunya melalui pembangunan 

rumah susun.
18

 Namun dalam pengembangan pembangunan perumahan seperti 

rumah susun, wilayah kota tidak dapat secara terus menerus bertambah luas, 

wilayah kota akan terasa menjadi semakin sempit dan terbatas dengan padatnya 

perumahan dan kegiatan lainnya yang membutuhkan tanah. Pengembangan 

wilayah kota tidak dapat dibiarkan bertambah melebar (bersifat horizontal), akan 

tetapi perlu dihambat dengan jalan mengoptimalkan penggunaan tanah di kota 

yang terbatas persediaannya, yaitu dengan pembangunan gedung-gedung 

bertingkat, termasuk di dalamnya pembangunan rumah susun. 

Saat ini, pemenuhan kebutuhan akan rumah sebagai tempat tinggal atau 

hunian bagi warga dapat dilakukan dengan pembangunan rumah berlantai satu 

dikarenakan masih tersedianya tanah di pinggiran kota. Namun demikian, hal ini 

tidak dapat berlangsung terus dikarenakan persediaan tanah di kota semakin 

menipis dan makin sulitnya mendapatkan tanah dengan harga yang terjangkau. 

Untuk itu, sudah saatnya dan perlu diprioritaskan bahwa pemenuhan kebutuhan 

akan rumah sebagai tempat tinggal atau hunian bagi warga kota dilakukan 

dengan pembangunan rumah susun. Mantan Menteri Negara Perumahan Rakyat, 

                                                 
17

 Ibid. 
18

 Budi Santoso, 40 Kesalahan Dalam Bisnis Properti, Kompas Gramedia, Jakarta, 2015, hlm. 15. 
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Siswono Judohusodo menyatakan bahwa membangun rumah susun di kota besar 

adalah kecenderungan masa depan yang tidak dapat dihindari, yang memang 

perlu dimasyarakatkan, dan perlu ada penyesuaian pada budaya-budaya yang ada 

pada masyarakat Indonesia.
19

 

Dalam rangka peningkatan daya guna dan hasil guna tanah bagi 

pembangunan perumahan dan permukiman, serta mengefektifkan penggunaan 

tanah terutama di daerah-daerah yang berpenduduk padat, maka perlu dilakukan 

penataan atas tanah sehingga pemanfaatannya betul-betul dapat dirasakan oleh 

masyarakat banyak. Dengan pemikiran seperti itu, maka di kota-kota besar perlu 

diarahkan pembangunan perumahan dan permukimannya dengan 

memprioritaskan sepenuhnya pada pembangunan rumah susun.
20

 

Sebagaimana diakui, pembangunan rumah susun merupakan salah satu 

alternatif pemecahan masalah kebutuhan perumahan dan permukiman terutama 

di daerah perkotaan yang jumlah penduduknya terus meningkat, karena 

pembangunan rumah susun dapat mengurangi penggunaan tanah, membuat 

ruang-ruang terbuka kota yang lebih lega dan dapat digunakan sebagai suatu cara 

untuk peremajaan kota bagi daerah yang kumuh.
21

 Dengan pembangunan rumah 

susun, sebidang tanah dapat digunakan secara optimal untuk menjadi tempat 

tinggal bertingkat yang dapat menampung sekian dan sebanyak mungkin orang. 

                                                 
19

 Siswono Judohusodo. Rumah Untuk Seluruh Rakyat, INKOPPOL Unit Percetakan Bharakerta, 

Jakarta, 1991, hlm. 27. 
20

 Suyono, “Kemungkinan Pemilikan, Rumah Susun oleh Orang Asing” Makalah pada Konferensi 

Kemungkinan Pemilikan Satuan Rumah Susun/Strata Title oleh orang asing, Jakarta, 1994, hlm. 1. 

Dalam Arie S. Hutagalung, Condominium dan Permasalahannya, Badan Penerbit Fakultas Hukum 

Universitas Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 2. 
21

 Ibid.. 
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Melalui pembangunan rumah susun, optimasi penggunaan tanah secara vertikal 

sampai beberapa tingkat akan lebih efektif daripada optimasi penggunaan tanah 

secara horizontal.
22

 

Pembangunan rumah susun di samping merupakan salah satu alternatif 

pemenuhan kebutuhan akan rumah sebagai tempat tinggal atau hunian bagi 

warga kota yang padat penduduknya, juga merupakan pengembangan wilayah 

kota secara vertikal. Pembangunan rumah susun dapat dikonsumsikan untuk 

masyarakat yang berpenghasilan menengah ke atas, menengah, dan ke bawah. 

Pembangunan rumah susun dapat diselenggarakan oleh pemerintah atau 

pengembang. Dari aspek penguasaannya, rumah susun dapat dikuasai dengan 

cara pemilikan atau sewa menyewa.
23

 

Definisi rumah susun/apartemen adalah bangunan gedung bertingkat yang 

dibangun dalam suatu lingkungan, yang terbagi dalam bagian-bagian yang 

distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal dan vertikal, serta 

merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan 

secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian 

bersama, benda bersama, dan tanah bersama.
24

 Dalam hal ini, transaksi jual beli 

rumah susun/apartemen telah diikat dengan perjanjian pengikat jual beli. 

Secara yuridis menyebutkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) 

merupakan salah satu wujud kebebasan berkontrak yang diberikan dan terjadi di 

                                                 
22

 Ridwan Halim, Hak Milik, Kondominium, dan Rumah Susun, Puncak Karma, Jakarta, 1990, hlm. 

299. 
23

 Urip Santoso, Op.Cit., hlm. 76. 
24

 Ibid. 
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tengah-tengah kehidupan masyarakat. Pengikatan jual beli dipahami sebagai 

“suatu perjanjian antar pihak penjual dan pihak pembeli sebelum 

dilaksanakannya jual beli, karena adanya unsur-unsur yang harus dipenuhi 

terlebih dahulu untuk dapat melakukan jual beli.”
25

 

Perlu ditegaskan bahwa PPJB berfungsi dan mempunyai tujuan untuk 

mempersiapkan, menegaskan, memperkuat, mengatur, mengubah atau 

menyelesaikan suatu hubungan hukum, apabila hal-hal yang telah disepakati 

dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli telah dilaksanakan seutuhnya. Salah satu 

prinsip dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli adalah tentang keadilan. Keadilan 

menurut Luypen lebih sebagai sebuah sikap, yaitu sikap keadilan yang 

merumuskan keadilan sebagai sikap memperhatikan tugas dan kewajiban untuk 

mempertahankan dan memperkembangkan perikemanusiaan. Tanpa sikap ini, 

hidup bersama antar manusia tidak mungkin terbangun dengan baik.
26

 Menurut 

Aristoteles, keadilan terbagi menjadi dua, yaitu:
27

 

1) Keadilan yang distributif, mengatur pembagian barang-barang dan 

penghargaan kepada tiap orang sesuai dengan kedudukannya dalam 

masyarakat, serta menghendaki perlakuan yang sama bagi mereka yang 

berkedudukan sama menurut hukum. Hal ini menekankan fakta azasi, yang 

selalu benar tetapi yang sering diabaikan oleh ahli-ahli filsafat hukum yang 

ingin membuktikan kebenaran keyakinan politik mereka, bahwa tiadalah suatu 

                                                 
25

 Herlien Budiono, Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Mutlak, Majalah Renvoi, Jakarta, 2004, hlm. 

57. 
26

 Bernard L. Tanya, Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Genta 

Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 192. 
27

 Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum, Pustaka 

Pelajar, Yogyakarta, 2007, hlm. 60—61. 
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cita-cita keadilan yang dapat sekaligus diterirna dalam teori dan mempunyai 

pula suatu isi yang tertentu (khusus). Hukum positif yang harus menentukan, 

berdasarkan prinsip-prinsip etika dan politik tertentu, siapa yang 

berkedudukan sama, menurut hukum; 

2) Bentuk keadilan korektif adalah terutama merupakan suatu ukuran dan 

prinsip-prinsip teknis yang menguasai administrasi daripada hukum 

pelaksanaan undang-undang. Dalam mengatur hubungan hukum perlu 

ditemukan ukuran umum untuk menanggulangi akibat-akibat perbuatan, tanpa 

memandang siapa orangnya dan maksudnya baru dapat dinilai menurut suatu 

ukuran objektif. 

Sesuai dengan tujuannya, hukuman harus memperbaiki kejahatan, ganti 

rugi harus memperbaiki kesalahan atau penyelewengan perdata, dan 

pengembalian harus memperbaiki keuntungan yang diperoleh dengan tidak 

wajar. Konsepsi mengenai Themis, yaitu Dewi yang menimbang neraca tanpa 

memandang siapa orangnya, mengkiaskan bentuk keadilan ini. Tetapi ini 

(keadilan korektif) harus dipahami sebagai takluk kepada keadilan distributif. 

Selanjutnya L.J. van Apeldoorn menyatakan keadilan tidak boleh 

dipandang sama arti dengan persamarataan. Keadilan bukan berarti bahwa tiap-

tiap orang memperoleh bagian yang sama. Lebih lanjut oleh L.J. van Apeldoorn 

menyatakan: 

”Ada teori yang mengajarkan, bahwa hukum semata-mata menghendaki 

keadilan. Teori-teori yang mengajarkan hal tersebut, disebut teori-teori 

yang ethis karena menurut teori-teori itu, isi hukum semata-mata harus 

ditentukan oleh kesadaran ethis kita mengenai apa yang adil dan apa yang 

tidak adil. Teori-teori tersebut berat sebelah. Ia melebih-lebihkan kadar 
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keadilan hukum, karena ia tak cukup memperhatikan keadaan sebenarnya. 

Hukum menetapkan peraturan-peraturan umum yang menjadi petunjuk 

untuk orang-orang dalam pergaulan hidup. Jika hukum semata-mata 

menghendaki keadilan, jadi semata-mata mempunyai tujuan memberi tiap-

tiap orang apa yang patut diterimanya, maka ia tak dapat membentuk 

peraturan-peraturan umum. Dan yang terakhir inilah yang harus dilakukan. 

Adalah syarat baginya untuk dapat berfungsi. Tertib hukum yang tak 

mempunyai peraturan umum, bertulis atau tidak bertulis, tak mungkin. Tak 

adanya peraturan umum, berarti ketidaktentuan yang sungguh-sungguh, 

mengenai apa yang disebut adil atau tidak adil. Dan ketidaktentuan itu 

selalu akan menyebabkan perselisihan antara orang-orang jadi 

menyebabkan keadaan yang tiada teratur dan bukan keadaan yang 

teratur”.
28

  

 

Menurut Apeldoorn, hukum harus menentukan peraturan umum, dan harus 

menyamaratakan. Keadilan
29

 melarang menyamaratakan; keadilan menuntut 

supaya tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri: suum cuique tribuere. Jadi 

dalam hukum terdapat bentrokan yang tak dapat dihindarkan, yaitu pertikaian 

yang selalu berulang antara tuntutan-tuntutan keadilan dan tuntutan-tuntutan 

kepastian hukum. Makin banyak hukum memenuhi syarat ’peraturan yang tetap’, 

yang sebanyak mungkin meniadakan ketidakpastian, jadi makin tepat dan tajam 

peraturan hukum itu, makin terdesaklah keadilan. Itulah arti summum ius, summa 

iniuria.
30

 Dengan adanya keadilan, maka terciptalah kepastian hukum. 

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum selalu dibicarakan dalam 

kaitan dengan kepastian hukum. Oleh karena itu, kepastian hukum sudah menjadi 

primadona dalam wacana mengenai hukum.
31

 Kepastian hukum itu merupakan 

produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Begitu datang 

                                                 
28

 L.J. van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, Terjemahan, Diterjemahkan Oleh: Oetarid Sadino, 

Pradnya Paramitha, Jakarta, 2009, hlm. 14—15. 
29

 John Rawls, A Theory of Justice, diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori 

Keadilan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm. 102. 
30

 Ibid., hlm. 13. 
31

 Satjipto Rahardjo, Biarkan Hukum Mengalir, Kompas, Jakarta, 2008, hlm. 78. 
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hukum, maka datanglah kepastian. Hal ini memiliki risiko besar untuk 

menyesatkan karena kepastian hukum sudah didewakan menjadi ideologi dalam 

hukum.
32

 Pemahaman tentang hukum yang demikian itu berimbas pula pada 

pemahaman tentang kepastian hukum. Sejak posisi hukum dalam jagat ketertiban 

tidak bisa sama sekali meminggirkan berbagai institusi normatif yang lain dalam 

masyarakat, maka kaitan antara hukum dan kepastian hukum menjadi relatif. 

Hubungan antara hukum dan kepastian hukum tidaklah bersifat mutlak.
33

 

Praktek menunjukkan bahwa hukum tidak serta merta menciptakan 

kepastian hukum. Yang benar dan mutlak adalah bahwa hukum menciptakan 

kepastian peraturan, dalam arti adanya peraturan, seperti undang-undang. Begitu 

suatu undang-undang dikeluarkan, maka pada saat yang sama muncul kepastian 

peraturan. Tidak ada keragu-raguan mengenai hal tersebut, oleh karena siapa pun 

segera dapat menyimak kepastian kehadiran undang-undang tersebut. Sebaiknya 

dipisahkan antara kepastian peraturan dan kepastian hukum, agar kita dapat lebih 

seksama mengetahui masalah kepastian hukum itu.
34

 

Menurut Satjipto Rahardjo, kehadiran suatu peraturan dapat menimbulkan 

keragu-raguan, yang berarti berkurangnya nilai kepastian atas hukum tersebut. 

Keadaan tersebut dapat terjadi, diantaranya karena dalam jagat perundang 

undangan, suatu peraturan, tanpa disadari ternyata bertentangan dengan peraturan 

lain. Kepastian hukum menurut Satjipto Rahardjo bukan terletak pada adanya 

undang-undang melainkan pada budaya hukum dan kepatuhan masyarakat pada 

                                                 
32

 Ibid. 
33

 Ibid. 
34

 Ibid. 
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hukumnya.
35

 Dengan adanya kepastian hukum tersebut, maka para pihak dalam 

pengadaan perjanjian akan mendapatkan perlindungan hukum. 

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan akan harkat dan martabat, serta 

pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum 

sepenuhnya berdasarkan atas ketentuan hukum agar terbebas dari kesewenang-

wenangan. Dalam pendapatnya Hadjon, sarana perlindungan hukum ada dua, 

yaitu:
36

 

1) Sarana perlindungan hukum preventif, yaitu pada perlindungan hukum 

preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan 

keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat 

bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. 

2) Sarana perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan hukum yang 

bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum 

oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk 

kategori perlindungan hukum ini. 

Perlindungan hukum mempunyai makna sebagai perlindungan dengan 

menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum. 

Keduanya ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan 

tertentu, yaitu dengan cara menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi 

tersebut ke dalam sebuah hak hukum. Dalam ilmu hukum “Hak” disebut juga 

hukum subyektif. Artinya hukum subyektif merupakan segi aktif dari pada 

                                                 
35

 Ibid. 
36

 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 

1987, hlm. 2—3. 
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hubungan hukum yang diberikan oleh hukum obyektif (norma-norma, kaidah, 

recht).
37

 Berdasarkan hal tersebut, maka dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli, 

bahwasanya dalam upaya menciptakan keadilan dan kepastian hukum, dapat 

dipastikan bahwa kedudukan antara penjual/developer dengan 

pembeli/konsumen adalah sama. Hal tersebut dalam perjanjian dinamakan 

dengan asas keseimbangan. 

Dalam teori hukum ditegaskan bahwa asas keseimbangan adalah asas yang 

menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. 

Menurut Sri Gambir Melati Hatta dalam disertasinya yang berjudul “Beli Sewa 

sebagai Perjanjian Tak Bernama: Pandangan Masyarakat dan Sikap Mahkamah 

Agung Indonesia” menyatakan asas keseimbangan juga dipahami sebagai 

keseimbangan posisi tawar para pihak dalam menentukan hak dan kewajiban 

dalam perjanjian. Ketidakseimbangan posisi menimbulkan ketidakadilan, 

sehingga perlu intervensi pemerintah untuk melindungi pihak yang lemah 

melalui penyeragaman syarat-syarat perjanjian.
38

 Asas keseimbangan adalah asas 

yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. 

Kreditor mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat 

menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitor. Dalam hal ini, debitor 

                                                 
37

Ibid. 
38

 Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, 

Pradana Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 27. 
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memikul pula kewajiban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan iktikad 

baik.
39

 

Bagi Indonesia, asas keseimbangan dilandaskan pada ideologi yang 

melatarbelakangi tertib hukum Indonesia. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

1945 adalah sumber tata nilai dan mencerminkan cara pandang masyarakat 

Indonesia. Pemerintah Indonesia adalah wakil dan cerminan masyarakat dan juga 

menjaga arah perkembangan tertib hukum sehingga tolak ukur tata nilai 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tetap terjaga sebagai cita-cita yang 

ideal yang setiap kali hendak dijawantahkan. 

Sejauh ini, asas keseimbangan dalam kontrak dengan berbagai aspeknya 

telah begitu banyak dikaji dan diulas oleh para ahli, sehingga muncul berbagai 

pengertian terkait dengan asas keseimbangan ini. Pengertian “keseimbangan-

seimbang” atau “evenwitchevenwichtig” (Belanda) atau “equality-equal-

equilibrium” (Inggris) bermakna leksikal “sama, sebanding” menunjuk pada 

suatu keadaan, posisi, derajat, berat, dan lain-lain. 

Sutan Remy Sjahdeini, dalam disertasinya yang berjudul “Kebebasan 

Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian 

Kredit Bank di Indonesia”, menganalisis keseimbangan berkontrak pada 

hubungan antara bank-nasabah, menyimpulkan bahwa keseimbangan para pihak 

hanya akan terwujud apabila berada pada posisi yang sama kuat.
40

 Menurut 

                                                 
39

 M. Muhtarom, “Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak”, 

Jurnal SUHUF, Vol. 26, No. 1, Mei 2014, hlm. 54. 
40

 Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para 

Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009, hlm. 54.  
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Roscoe Pound, hukum bukan hanya merupakan kumpulan norma-norma abstrak 

atau suatu tertib hukum, tetapi juga merupakan suatu proses untuk mengadakan 

keseimbangan antara kepentingan-kepentingan dan nilai-nilai yang saling 

bertentangan. Proses itu pada akhirnya melahirkan keseimbangan-keseimbangan 

baru yang membuat masyarakat terekayasa menuju keadaan baru yang lebih baik 

dengan keseimbangan-keseimbangan baru.
41

 

Saat ini kecenderungan makin memperparah pada banyaknya perjanjian di 

dalam transaksi bisnis yang terjadi bukan melalui proses negosiasi yang 

seimbang di antara para pihak. Dalam prakteknya, perjanjian itu terjadi dengan 

cara di pihak yang satu telah menyiapkan syarat-syarat baku pada suatu fomulir 

perjanjian yang sudah dicetak dan kemudian disodorkan kepada pihak lainnya 

untuk disetujui dengan hampir tidak memberikan kebebasan sama sekali kepada 

pihak lainnya untuk melakukan negosiasi atas syarat-syarat yang disodorkan. 

Begitu kuatnya pembatasan terhadap asas keseimbangan sebagai akibat 

digunakannya perjanjian-perjanjian baku dalam dunia bisnis oleh salah satu 

pihak, sehingga bagi pihak lainnya keseimbangan yang tinggal hanyalah berupa 

pilihan antara menerima atau menolak (take it or leave it) syarat-syarat perjanjian 

baku yang disodorkan kepadanya itu.
42

 

Dalam konteks perjanjian jual beli apartemen, menjadi permasalahan 

timbul ketika konsumen selaku pembeli apartemen, tidak memiliki kejelasan 

akan haknya untuk mendapatkan hunian yang telah dibelinya. Konsekwensinya 

                                                 
41

 Donald Albert Rumukoy dan Frans Maramis, Pengantar Ilmu Hukum, Raja Grafindo Persada, 

Jakarta, 2014, hlm. 36—37. 
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penyerahan unit apartemen tidak sesuai dengan perjanjian jual belinya, sehingga 

mengakibatkan kerugian bagi pembeli apartemen. Fakta hukum seperti ini tidak 

memberikan kepastian hukum sebagaimana yang dinyatakan oleh Satjipto 

Rahardjo yang menyatakan kepastian hukum adalah ketika masyarakat mematuhi 

ketentuan undang-undang yang berlaku.
43

 Permasalahan seperti itu terjadi 

termasuk pada kasus penjualan unit apartemen K2 Park, Serpong, dimana 

apartemen tersebut merupakan salah satu apartemen yang dikelola oleh 

perusahaan yang menjadi salah satu narasumber penelitian ini. 

Dalam kasus tersebut, para konsumen apartemen K2 Park tidak 

mendapatkan kejelasan atas penyerahan unit apartemennya. Padahal beberapa 

konsumen sudah ada yang melunasi. Apabila konsumen membatalkan pembelian 

unit, maka berdasarkan skema perhitungan pemotongan yang tertuang di PPJB 

bila terjadi pembatalan,
44

 pihak pembeli yang bertransaksi sebesar Rp 456 juta, 

dapat dipotong Rp 213 juga, berasal dari 30 persen harga (sesuai PPJB), DPP, 

PPN, PPH, dan marketing. Dalam PPJB, dijelaskan unit apartemen akan menjadi 

milik Developer setelah denda keterlambatan berlalu 30 hari dan pihak pembeli 

tidak melakukan angsuran. Pembeli akan diberi pemberitahuan tertulis selambat-

lambatnya 14 hari sebelum pemutusan tersebut.
45

 

Berdasarkan kasus tersebut, maka terlihat bahwa adanya 

ketidakseimbangan dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang 
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mengakibatkan kerugian bagi konsumen yang membatalkan pembelian unit 

apartemen, walaupun pembatalan tersebut dikarenakan adanya kesalahan dari 

pihak pengembang. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya pengaturan secara 

eksplisit terkait dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), akibat adanya 

asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. 

Berdasarkan uraian di atas, Penulis bermaksud melakukan penelitian 

dengan judul PENERAPAN PRINSIP KEADILAN DAN KEPASTIAN 

HUKUM DALAM PEMBATALAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL 

BELI (PPJB) APARTEMEN AKIBAT KETERLAMBATAN 

PENYERAHAN UNIT. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini 

adalah: 

1) Bagaimana pengaturan mengenai prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam 

Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) apartemen di Indonesia? 

2) Bagaimana penerapan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam 

pelaksanaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Apartemen K2 Park, 

Serpong yang terlambat dilakukan penyerahan unitnya? 
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1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1) Untuk mengkaji pengaturan mengenai prinsip keadilan dan kepastian hukum 

dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) apartemen di Indonesia. 

2) Untuk mengkaji penerapan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam 

pelaksanaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Apartemen K2 Park, 

Serpong yang terlambat dilakukan penyerahan unitnya. 

Manfaat dalam penelitian ini adalah: 

1)  Secara teoretis adalah: 

a. Hasil penelitian yang dituangkan dalam penelitian ini menjadi bahan 

pemikiran lebih lanjut mengenai penerapan asas keseimbangan bagi para 

pihak terhadap pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) 

apartemen K2 Park, Serpong akibat keterlambatan penyerahan unit. 

b. Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau 

praktisi hukum dan instansi terkait tentang kasus-kasus tentang pembatalan 

Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) apartemen akibat keterlambatan 

penyerahan unit, sehingga tercipta penyelesaian sengketa yang baik. 

2)  Secara praktis adalah: 

a. Bagi Penulis, yaitu sebagai sarana untuk mempertajam daya analisis, 

menganalisis data secara ilmiah serta dapat mengaplikasikan teori yang 

telah di dapat dibangku kuliah. 
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b. Bagi Pemerintah, diharapkan hasil penelitian ini akan dapat memberikan 

masukan untuk penyempurnaan pengaturan hukum tentang Perjanjian 

Pengikatan Jual Beli (PPJB) apartemen. 

 

1.4.  Sistematika Penulisan 

Penulisan ini menggunakan sistematika sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN  

Berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penelitian. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA  

Berisi uraian mengenai Negara Kesejahteraan, Rumah 

Susun/Apartemen, Perjanjian Jual Beli, Teori Keadilan, Kepastian 

Hukum, Asas Keseimbangan, Perlindungan Hukum dan 

Perlindungan Konsumen. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

 Berisi uraian mengenai Macam Penelitian, Tipe Penelitian, Jenis 

Data yang Dibutuhkan, Teknik/Metode Pengumpulan Data, dan 

Analisis Data. 

BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

Berisi analisis permasalahan terhadap pengaturan mengenai prinsip 

keadilan dan kepastian hukum dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli 

(PPJB) apartemen di Indonesia, dan penerapan prinsip keadilan dan 

kepastian hukum dalam pelaksanaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli 
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(PPJB) Apartemen K2 Park, Serpong yang terlambat dilakukan 

penyerahan unitnya. 

BAB V  PENUTUP  

Berisi kesimpulan dan saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


